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Abstrak

Pelaku usaha merupakan perseorangan maupun badan hukum yang berbentuk perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi importir, pedagang, distributor berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK).. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Republik Indonesia tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Berbahasa Indonesia Pada barang terdapat ketidakjelasan norma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan frasa secara tidak lengkap di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang(PMP KLDBI) Selanjutnya untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tidak lengkapnya label informasi pada alas kaki. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada ketidakjelasan hukum yakni terdapat frasa yang membuat ketersesatan berfikir bagi pembaca. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian berdasarkan interpretasi yang telah dilakukan, maka pelaku usaha wajib mencantumkan label informasi secara lengkap pada barang berupa alas kaki sesuai dengan Lampiran V PMP KLDBI. 

Kata Kunci: Pelaku usaha, label, alas kaki
Abstract

Business actors are individuals and legal entities in the form of companies, corporations, BUMN, importers' cooperatives, merchants, distributors based on the explanation of Article 1 point 3 of Act No. 8 of 1999. Based on article 7 of Regulation of the Minister of the Republic of Indonesia on the Obligation to Include Labels in Indonesian On goods there are unclear norms. This study aims to analyze the incomplete arrangement of phrases in the Regulation of the Minister of Trade on the Inclusion of Indonesian Language Labels on Goods (PMP KLDBI). Furthermore, to analyze the legal protection for consumers against incomplete information labels on footwear. The choice of this type of research is based on legal uncertainty, namely that there are phrases that make it difficult to think for the reader. The research method used is normative legal research. The approach used in this research is statutory approach and conceptual approach. This research's types of legal materials are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results of the research are based on the interpretations that have been carried out, so business actors are required to include complete information labels on goods in the form of footwear per Attachment V PMP KLDBI.
Keywords: Business actors, Labels, Footwear.
PENDAHULUAN


Pemenuhan kebutuhan sehari-hari di dalam masyarakat sangatlah penting dan menjadi hal yang paling utama. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup,  sering sekali menggunakan barang yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Perkembangan zaman yang modern membuat semakin pesatnya pelaku usaha untuk membuat suatu produk yang banyak diminati dan dicari oleh konsumen, baik berupa barang maupun jasa. Hal ini yang membuat pelaku usaha untuk menghasilkan sebuah produk yang kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam masyarakat. Pada zaman yang modern ini, pastinya setiap manusia menginginkan semua kebutuhannya terpenuhi. Ketika kebutuhan manusia terpenuhi dapat dilihat semakin meningkatnya konsumen melakukan transaksi jual beli kepada pelaku usaha. 


Dengan adanya transaksi jual beli yang dilakukan konsumen kepada pelaku usaha menimbulkan akibat hukum yakni munculnya hak dan kewajiban baik dari konsumen maupun pelaku usaha. Akibat hukum timbul tentunya dengan adanya beberapa syarat salah satunya yaitu terjadinya suatu peristiwa hukum (Rahardjo 2014:37). Kewajiban utama pelaku usaha salah satunya yakni menyerahkan barangnya dan menanggungnya yang dimaksud dengan menanggung adalah kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jaminan kepuasan dan kemudian jaminan dari cacat-cacat yang ada dalam barang yang diperjualbelikan(Sidabalok 2006). Ketika terbitnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) sebagai pelindung atau payung hukum yang dapat melindungi hak-hak konsumen. Meskipun undang-undang perlindungan konsumen  disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen, namun bukan hanya kepentingan konsumen saja yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, melainkan kepentingan pelaku usaha telah diatur juga di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :
”Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”


Pada frasa yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai pelindung untuk menghindari adanya tindakan kesewenang-wenangan yang merugikan konsumen hanya demi kepentingan pribadi pelaku usaha. Kesewenang-wenangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Segala upaya yang memberikan 
jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif didasari oleh UUPK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang saling berkaitan dan tentunya masih berlaku yang bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen, baik bidang hukum privat maupun bidang hukum publik(Miru and Yodo 2004). 

Terjadinya suatu peristiwa hukum yakni transaksi jual beli yang dilakukan konsumen kepada pelaku usaha,  terdapat berbagai macam konflik antara konsumen dengan pelaku usaha, yang dalam penyelesaiannya tidak menemukan titik terang, menyebabkan sering kali merugikan konsumen. Di saat adanya konflik antara konsumen dengan pelaku usaha disebabkan oleh kedudukan konsumen lebih rendah daripada pelaku usaha. 
Dalam undang-undang perlindungan konsumen telah mengatur secara rinci terkait hak dan kewajiban baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha agar asas keseimbangan dapat tercipta diantara konsumen dan pelaku usaha. Ketika asas keseimbangan tercipta diantara konsumen dan pelaku usaha akan timbul keadilan diantara konsumen dan pelaku usaha, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling diutamakan, tetapi tujuan hukum bukan hanya serta merta keadilan saja, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan (Darmodiharjo 1995). Di hadapan kalangan pelaku usaha perlindungan hanya untuk kepentingan komersil, untuk menjalankan kegiatan usaha, untuk mendapatkan bahan baku, bahan tambahan yang akan diproduksi setelah itu produk siap untuk diperjual belikan(Nasution 2002). Pada hakikatnya, dari segi perspektif konsumen, perlindungan bukan hanya dilakukan dengan melindungi hak-hak konsumen, melainkan juga dengan memberikan kewajiban kepada konsumen untuk berhati-hati dalam melakukan suatu kegiatan/tindakan(Wibowo 2018).

 Peran dari konsumen bagi pelaku usaha sangatlah penting, dikarenakan konsumen adalah objek utama dalam memasarkan produknya. Konsumen menjadi sasaran utama bagi pelaku usaha karena konsumen yang menentukan kelangsungan proses produksi baik barang maupun jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan baik dari produk barang maupun jasa. Pada produk barang tentunya terdapat informasi dalam bentuk label, untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang yang akan dan sedang diperdagangkan. Tujuan adanya pencantuman label pada produk barang adalah untuk memberikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen mengetahui, bahwa produk barang yang telah dibeli nyaman dan aman bagi konsumen. Mendapatkan informasi yang nyaman dan aman merupakan hak konsumen yang telah diatur di Pasal 4 huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“ a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”

bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang. Pelaku usaha wajib mencantumkan informasi dalam bentuk pemberian label pada produk yang dipasarkan. Disaat barang telah  dalam tahap pencantuman label pada suatu produk barang, merupakan tahap akhir dari proses produksi sebelum dipasarkan dan diperdagangkan(SARI n.d.). 

Kewajiban pelaku usaha salah satunya adalah mencantumkan atau memberikan informasi secara lengkap, jujur dan tidak menyesatkan konsumen, terdapat pengaturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi secara lengkap, jujur dan tidak menyesatkan konsumen yaitu tertuang di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang(selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Bahasa Indonesia). 
Tabel 1.1 
Pengaturan Yang Mewajibkan Pelaku Usaha Mencantumkan Informasi pada Barang.

Sumber : diolah sendiri

Pencantuman label berbahasa Indonesia bersifat wajib pada saat barang yang diperdagangkan di pasar dalam negeri bukan pada saat barang masuk wilayah pabean Indonesia (Kautsar 2017). Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Republik Indonesia Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang terdapat ketidakjelasan norma dengan Lampiran V Peraturan Menteri tersebut. 
Tabel 1.2

Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang

Sumber : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia pada Barang

Pada Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia di atas terdapat frasa “jika” di huruf e dan f, yang sebagaimana mestinya frasa “jika” apabila tidak terpenuhi maka tidak perlu dicantumkan informasi terkait logo kulit, dan keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan sedangkan, Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia secara tidak lengkap yang artinya bahwa seluruh informasi keterangan penjelasan yang ada di dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia wajib dicantumkan seluruhnya. Tujuan dari adanya pasal ini adalah untuk melindungi konsumen untuk mendapatkan hak sebagai konsumen yaitu mendapatkan hak atas informasi secara lengkap, benar dan jelas. 
Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia juga tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia, karena pada Pasal 2 ayat (3) telah jelas mengatur yang berbunyi :“ Daftar Jenis barang yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini :
a. Lampiran I
: Barang elektronika keperluan rumah tangga telekomunikasi dan informatika;

b. Lampiran II
: Barang bahan bangunan;

c. Lampiran III
:Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang lainnya);

d. Lampiran IV
: Barang tekstil dan produk tekstil;

e. Lampiran V
: Barang Lainnya”


Pasal di atas merupakan pengaturan bahwa Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa Lampiran tersebut termasuk bagian dari Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia. Adanya ketidakjelasan norma dengan lampiran mengenai dilarangnya pelaku usaha yang memuat informasi secara tidak lengkap yang menimbulkan problematika yuridis. Problematika yuridis adalah adanya ketidakjelasan antara undang-undang dengan peraturan pelaksananya, maupun dengan lampiran dan penjelasannya(Goesnadhie 2010:18). Berdasarkan redaksi Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia ketidakjelasan tersebut diakibatkan karena pada lampirannya yang menyebutkan frasa “jika” di lampiran V dengan nama barang alas kaki pada huruf e dan f.  Interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis digunakan untuk menemukan kejelasan redaksi Pasal 7 huruf a. interpretasi gramatikal yaitu untuk mengetahui makna dari undang-undang kemudian ditafsirkan dan dijelaskan dengan menguraikannya bahasa umum sehari-hari. Interpretasi sistematis menafsirkan peraturan perundang-undangan kemudian menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang yang lain (Ginting 2019).

Pada kenyataannya pengaturan terkait alas kaki yang mewajibkan Pelaku Usaha mencantumkan label informasi secara lengkap, masih banyak Pelaku Usaha yang mencantumkan label informasi alas kaki secara tidak lengkap dan tentunya perbuatan Pelaku Usaha tersebut telah melanggar hukum yang sejatinya telah diatur di Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia. Bahwa di dalam Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia dengan nama barang yang berupa alas kaki telah diberikan keterangan atau penjelasan terkait kewajiban pencantuman label informasi secara lengkap.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Apakah frasa secara tidak lengkap pada Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang berlaku secara kumulatif untuk barang berupa alas kaki?
2.  Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tidak lengkapnya label pemeliharaan pada alas kaki?
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran koherensi berdasarkan logika ilmu hukum dan prinsip hukum (Marzuki 2017). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) yaitu dilakukan dengan cara menganalisis atau menelaah perundang-undangan yang memiliki kolerasi dengan isu hukum yang akan dihadapi dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) yaitu dilakukan . jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primer yang dimaksud ialah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Undang-Undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang dalam Keadaan Terbungkus, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. Bahan hukum sekunder yang berupa artikel dan karya ilmiah antara lain jurnal, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan buku yang berkaitan dengan isu hukum. Bahan non hukum yang dalam bentuk ensiklopedia, kamus dan artikel di website yang memiliki kekuatan sumber informasinya dapat dipertanggungjawabkan.


Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah menggunakan studi kepustakaan (library research) yakni dengan menggabungkan semua bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ,dan bahan non hukum. Dalam pengolahan bahan hukum yaitu dilakukan dengan metode memilah bahan hukum yang mempunyai deterkaitan dan relevansi dengan isu hukum dalam penelitian. Selanjutnya melakukan pengelompokkan menurut penggolongan bahan hukum, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang selanjutnya dianalisis secara sistematis dan logis. 

Teknik analisis bahan hukum teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang setelah bahan hukum terkumpul yang kemudian dilakukan analisis menggunakan teori-teori berkaitan dengan isu hukum untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian (Diantha and SH 2016). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang artinya sifat analisis ini yang bertujuan untuk manyajikan argumentasi dari hasil penelitian yang ditulis. Argumentasi yang menyajikan suatu deskripsi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum. 
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang Berupa Alas Kaki

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Berbahasa Indonesia mengatur tentang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label berbahasa Indonesia pada barang. Peraturan menteri ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen untuk mendapatkan hak nya yang sesuai dengan UUPK Pasal 4 huruf c yang berbunyi “ hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” yang menjelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi terkait produk yg akan dibelinya, informasi tersebut dapat berupa label, dan iklan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen seringkali disebut sebagai umberella act, yang mana peraturan perundang-undangan tersebut merupakan ketentuan payung bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. 


Substansi dan materi muatan dalam Undang-Undang UUPK, tidak hanya mengatur hak dan kewajiban seorang konsumen melainkan juga hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana undang-undang tersebut lahir karena adanya kondisi kedudukan pelaku usaha lebih tinggi dari kedudukan konsumen sehingga menjadi tidak seimbang (proporsional). Salah satu kewajiban pelaku usaha yang krusial yang terdapat dalam UUPK, lebih tepatnya Pasal 7 huruf b sebagaimana yang berbunyi “kewajiban pelaku usaha adalah : 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

 Ketentuan Pasal 7 huruf b UUPK  memiliki korelasi yang sistematis dengan pengaturan tentang larangan pelaku usaha untuk tidak mencantumkan informasi pada barang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf UUPK, karena kedua bunyi pasal tersebut secara makna penulis menggunakan interpretasi sistematis dengan menghubungkan ketentuan pasal 7 huruf b dengan pasal 8 ayat (1) huruf j sebagaimana berikut:
Tabel 2.1
Pengaturan tentang Kewajiban Pelaku Usaha

	Perundang-Undangan
	Bunyi Pasal

	Pasal 7 huruf b UUPK
	Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

b.  memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

	Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK
	Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku


Sumber: UUPK

Maksud dari tabel di atas dengan memperhatikan frasa pada kedua pasal tersebut yang telah ditafsirkan oleh penulis menggunakan interpretasi sistematis mempunyai makna bahwa pelaku usaha wajib untuk mencantumkan informasi yang berbahasa Indonesia dalam produk yang diproduksi sebagaimana nantinya akan di edarkan di pasaran. Informasi tersebut penting untuk dicantumkan agar konsumen benar-benar mengerti perihal petunjuk penggunaan produk maupun perawatan produk yang akan digunakan. 

Penulis berpendapat sejak UUPK disahkan pada tanggal 20 April 1999 menjadi tolak sejarah semangat pembentuk undang-undang memberikan perhatian di bidang perlindungan konsumen. Sampai saat ini undang-undang tersebut belum sama sekali dirubah dan mendapat perhatian dari pembentuk undang-undang. Hal tersebut tentu menurut penulis undang-undang ini sudah terlalu usang. Tanggal 20 April 1999 UUPK disahkan tentunya UUPK perlu adanya perubahan agar dapat mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. 
Adapun dalam penulisan hukum ini  menggunakan interpretasi teleologis atau yang biasa disebut dengan interpretasi sosiologis yakni metode yang menafsirkan penafsiran historis menurut undang-undang yang subyektif ditentukan secara obyektif, atau yang lebih dikenalnya adalah metode penafsiran yang melihat dari perkembangan hukum di masyarakat (Mertokusumo 2007). Hasil dari interpretasi teleologis atau sosiologis yang dilakukan penulis yaitu meskipun UUPK telah usang akan tetapi ketentuan yang mengatur tentang hak konsumen untuk mendapatkan informasi secara jelas, benar, dan jujur pada suatu produk dan ketentuan tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan dan mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta memberi penejelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan pada suatu produk masih relevan dan dapat diterapkan pada kondisi saat ini. 

Ketentuan pencantuman informasi secara jelas, benar, dan jujur akan membawa implikasi pada dua pihak, implikasi pertama konsumen mendapatkan hak atas informasi mengenai suatu barang, dan implikasi kedua bagi pelaku usaha yakni kewajiban untuk mencantumkan informasi secara jelas, benar, dan akurat sesuai barang yang diproduksi dan diperdagangkannya. Untuk memperkuat argumentasi penulis berikut disajikan dalam tabel kedua bunyi redaksi dari 2 (dua) pasal tersebut :
Tabel 2.2

Pengaturan Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

	Perundang-Undangan
	Bunyi Pasal

	Pasal 4 huruf c UUPK
	Hak Konsumen adalah: 

c. hak katas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

	Pasal 7 huruf b UUPK
	Kewajiban pelaku usaha adalah:

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan


Sumber: UUPK
Bentuk informasi yang tertera dan tercantum  dalam hal ini berupa label, Tujuan dari pemberian label adalah tentunya untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarkat selaku konsumen tentang setiap produk barang yang diperjualbelikan. PMP KLDBI telah mengatur kegiatan yg dilarang oleh pelaku usaha, pada Pasal 7 yang berbunyi pelaku usaha dilarang mencantumkan label dalam bahasa Indonesia yang memuat informasi : secara tidak lengkap, tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen. Dengan adanya aturan tersebut secara teknis pelaku usaha harus memperhatikan peraturan yang ada. 
Ketentuan yang mewajibkan barang yang beredar dan diperjualbelikan pada pasar dalam negeri harus mencantumkan informasi yang berbahasa Indonesia terdapat dalam 5 (lima) peraturan perundang-undangan. klasifikasi peraturan perundang-undangan yang materi muatanya terdapat kewajiban pencantuman informasi berbahasa Indonesia pada barang terdiri atas 2 (dua) Undang-Undang, 1 (satu) Peraturan Pemerintah, dan 1 (satu) Peraturan Presiden, serta 1 (satu) Peraturan Menteri selengkapnya untuk bunyi norma dipaparkan dalam sajian tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.3

Pengaturan Kewajiban Penggunaan Bahasa

	Perundang-undangan
	Bunyi pasal

	Pasal 37 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lagu Kebangsaan 
	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia

	Pasal 6 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 
	Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri

	Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
	Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri

	Pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63  Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia 
	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia

	Pasal 2 ayat (1)  Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor  73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang
	Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia 


Sumber : diolah sendiri
Mencermati bunyi kelima pasal tersebut yang ditemukan dalam 5 (lima) perundang-undangan yang secara hirarki berbeda, terdapat konsistensi dan keserasian bunyi norma yang digunakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal mendukung semangat penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) telah menjamin bahwa setiap warga negaranya mendapat jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum memfokuskan agar hukum atau regulasi itu ditegakkan seperti yang diinginkan oleh bunyi/peraturannya (Sulardi and Wardoyo 2015). Jaminan kepastian hukum mengacu ketentuan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berdasarkan interpretasi gramatikal pada frasa “kepastian hukum” yang dimaksud adalah kepastian yang diperoleh tidak hanya pada warga negara yang sedang berhadapan dengan masalah hukum (berperkara dipengadilan) namun juga warga Negara juga mendapatkan hak mengenai kepastian seketika membaca teks perundang-undangan atau bunyi norma pada suatu perundang-undangan yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir sebagaimana lazimnya dalam hukum disebut ketidakjelas bunyi norma yang berimbas kepada warga Negara dalam membaca suatu teks perundang-undangan tidak mendapatkan kepastian hukum. 


Problematika yuridis tersebut dijumpai pada Pasal 7 huruf a PMP KLDBI yang berbunyi : 


“Pelaku usaha dilarang mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia yang memuat Informasi:

a. Secara tidak kengkap; dan/atau

b. Tidak benar dan/atau menyesatkan Konsumen”

Redaksi pada frasa “secara tidak lengkap” memang secara exspressive verbis pada pasal aquo bermakna tegas bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan informasi secara lengkap disertai penggunaan bahasa Indonesia pada label barang yang diperdagangkan. Ketentuan pasal aquo  menjadi ambigu dengan tidak lain  memperhatikan Lampiran V PMP KLDBI pada barang berupa alas kaki sebagaimana lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (vide pasal 2 ayat (3) PMP KLDBI), adapun hal tersebut disajikan dalam tabel 3.5 untuk detailnya sebagai berikut: 

a. Nama barang;

b. Merek barang;

c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau Nama dan alamat importir untuk barang impor; atau pedagang pengumpul jika mencantumkan merek dagang;

d. Ukuran;

e. Logo kulit (jika terbuat dari kulit lebih dari 70%);

f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan sesuai karakteristik barang);

g. Negara Pembuat atau Made In;
h. Komposisi atau Jenis Bahan.

Tabel 2.4
Pengaturan Tentang Kewajiban Pelaku Usaha

	Perundangan-Undangan
	Bunyi Pasal

	Pasal 7 huruf a PMP KLDBI
	“pelaku usaha dilarang mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia yang memuat Informasi:

a. Secara tidak kengkap; dan/atau

b. …………………………………….”

	Lampiran V PMP KLDBI pada barang berupa alas kaki
	a. ……..

b. …….

c. …….;

d. …….;

e. Logo kulit (jika terbuat dari kulit lebih dari 70%);

f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan sesuai karakteristik barang);

g. ……..;
h. ……..


Sumber: PMP KLDBI

Berdasarkan pemaparan tabel diatas, frasa “secara tidak lengkap” pada pasal aquo apabila ditafsirkan menggunakan penafsiran gramatikal bermakna pada suatu barang baik yang diperdagangkan melalui perdagangan konvensional ataupun melalui elektronik wajib hukumnya bagi pelaku usaha untuk melengkapi informasi secara lengkap sesuai dengan kondisi barang yang diperdagangkan. Ketentuan pasal aquo ada hubungannya dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK sebagaimana redaksi bunyinya: 


“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 
dan/atau jasa yang : 

a. ………..

b. ……….

c. ……….

d. ……….

e. ……….

f. ……….

g. ……….

h. ……….

i. ……….

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Berdasarkan hasil interpretasi sistematis terhadap pasal 7 huruf a PMP KLDBI yang  dihubungkan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK yakni terdapat konsistensi makna dan semangat membuat aturan dalam perihal larangan kepada pelaku usaha untuk mencantumkan informasi tidak secara lengkap pada barang khususnya yang berupa alas kaki. Kata ”jika” yang terdapat pada huruf e dan f dalam Lampiran V PMP KLDBI pada barang berupa alas kaki secara gramatikal mempunyai arti lebih berfokus opsional (pilihan). Sudah tentu jika dipadankan dengan kata apabila maka barang berupa alas kaki tersebut jika tidak terbuat dari bahan kulit sebanyak 70% maka informasi berupa logo kulit tidak perlu dicantumkan. 

Berdasarkan analisis tersebut kata “jika” yang terdapat pada huruf e dan f dalam Lampiran V PMP KLDBI pada barang berupa alas kaki yang menyebabkan ketidakpastian hukum seketika membaca ketentuan Pasal 7 huruf a PMP KLDBI sebagaimana argumentasi yuridis tersebut diperkuat Pasal 2 ayat (3) PMP KLDBI yang mana norma dan lampiran dalam PMP KLDBI merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan. 

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tidak Lengkapnya Label Pada Barang Berupa Alas Kaki


Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang setara dimata hukum. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut hadir dengan bentuk berupa peraturan hukum tertulis maupun putusan pengadilan yang mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Beberapa kalangan sarjana hukum maupun ahli  hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai berikut: 

Satjipto Raharjo mengemukakan pendapatnya bahwa perlindungan adalah pengayoman yang diberikan melalui hak asasi manusia sebagaimana telah dirugikan orang lain.  Perlindungan tersebut diberikan kepada pihak yang dirugikan untuk mendapat kenikmatan berkaitan dengan hak yang diberikan hukum (Rahardjo 2014). Sementara itu Muchsin juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu melalui mekanisme menyerasikan hubungan nilai atau kaidah yang menjelma berupa sikap dan perbuatan guna menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama masyarakat (Muchsin 2003). Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk bunyi norma dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kaitannya dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara expressive verbis menegaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Lampiran V PMP KLDBI pada barang berupa alas kaki hanya berfokus pada alas kaki yang berbahan dasar kulit sehingga alas kaki yang berbahan dasar bukan selain kulit maka informasi yang tertera pada label alas kaki tidak didapat secara lengkap (vide huruf e dan f Lampiran V PMP KLDBI pada barang berupa alas kaki). Demikian konsumen yang telah membeli barang berupa alas kaki berbahan dasar selain kulit perlu mendapat perlindungan hukum sebagai akibat tidak mendapat informasi secara lengkap pada alas kaki yang telah dibeli.
Perlindungan hukum diberikan kepada konsumen yang telah membeli barang berupa alas kaki yang berbahan dasar selain kulit akibat adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan melanggar 3 (tiga)  ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK, Pasal 25 ayat (1) PP PBP, dan Pasal 7 huruf a PMP KLDBI yang mana disajikan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.5

Pengaturan Tentang Kewajiban Pelaku Usaha

	Peraturan perundang-undangan
	Pasal

	Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK 
	Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

a. ……

b. ……

c. ……

d. ……

e. ..…..

f. ..…..

g. ..…..

h. ..…..

i. ..…..

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku

	Pasal 25 ayat (1) PP PBP 
	Pelaku usaha dilarang mencantumkan label berbahasa Indonesia yang memuat informasi: 

a. Secara tidak lengkap; dan/atau

b. Tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen

	Pasal 7 huruf a PMP KLDBI
	Pelaku usaha dilarang mencantumkan label berbahasa Indonesia yang memuat informasi: 

a. Secara tidak lengkap; dan/atau

b. Tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen


Sumber: diolah sendiri
Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mencantumkan sebuah informasi yang berbentuk label pada suatu kemasan barang terutama alas kaki. Sebuah aturan yang materi muatannya bersifat larangan, ada implikasinya tersendiri apabila aturan tersebut dilanggar maka orang yang melanggar dapat dikenai dan dijatuhi sanksi. Sanksi dalam hal ini ialah berupa sanksi administratif. Menurut  J.R. Stellinga dalam artikel Sri Nur Hari Susanto sanksi administratif adalah suatu tindakan yang diambil jika warga Negara melanggar aturan hukum publik. Selain itu, sanksi juga diterapkan oleh badan administratif dan menimbulkan kerugian pada pelaku. Kerugian dalam hal ini seperti dapat berupa denda, dan penarikan izin (Susanto 2019). Adapun sanksi yang akan diterima pelaku usaha jika melanggar ketentuan tersebut (vide pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK, Pasal 25 ayat (1) huruf a PP PBP, dan Pasal 7 huruf a PMP KLDBI) berupa sanksi administratif, sebagai berikut ditampilkan dalam bentuk tabel: 

Tabel 2.6
Pengaturan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha

	Peraturan Perundang-Undangan
	Pasal
	Sanksi

	Pasal 8 ayat (1) huruf J UUPK
	Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa 

a. …..

b. ….

c. ….

d. ….

e. ….

f. ….

g. ….

h. ….

i. ….

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
	Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran (Pasal 8 ayat (4) UUPK)

	Pasal 25 ayat (1) PP PBP 
	Pelaku usaha dilarang mencantumkan label dalam bahasa Indonesia yang memuat informasi :

a. Secara tidak lengkap; dan/atau 
	1. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif (Pasal 25 ayat (2) PP PBP)

2. Produsen, Importir atau Pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib menarik Barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan Barang dimaksud (Pasal 26 ayat (1) PP PBP) 

	Pasal 7 huruf a PMP KLDBI
	Pelaku usaha dilarang mencantumkan label dalam bahasa Indonesia yang memuat informasi :

a. Secara tidak lengkap; dan/atau 
	Produsen, Importir atau Pedagang  Pengumpul yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib menarik Barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan Barang Dimaksud (Pasal 10 ayat (1) PMP KLDBI)


Sumber: diolah sendiri 

Sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang berupa alas kaki secara expressive verbis dijumpai dalam Pasal 25 ayat (2) PP PBP sedangkan dalam UUPK maupun PMP KLDBI belum ditemui. Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia secara lengkap pada barang berupa penarikan barang yang diperdagangkan dan tidak diperkenankan untuk diedarkan sebelum barang tersebut telah memenuhi kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penarikan barang dari peredaran dalam hal ini yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perintah penarikan barang adalah menteri. Menteri yang di maksud dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan dalam urusan perdagangan. 

Mekanisme pelaksanaan sanksi administratif dituangkan dalam ketentuan Pasal 26 PP PBP dan Pasal 10 PMP KLDBI sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut: 
Tabel 2.7

Pengaturan Mekanisme Sanksi Administratif

	Peraturan Perundang-Undangan
	Pasal

	Pasal 26 PP PBP ayat (1), (2), (3) dan (4)
	1. Produsen, importir atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib menarik barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan barang dimaksud

2. Penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas perintah Menteri

3. Menteri memberikan mandate penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada direktur jenderal yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga 

4. Biaya penarikan barang dari peredaran dibebankan kepada Produsen, importir, atau Pengemas sebagaimana dimaksud ayat (1)

	Pasal 10 PMP KLDBI ayat (1) (2), (3) dan (4)
	1. Produsen, Importir, atau Pedagang pengumpul yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib menarik barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan barang dimaksud.

2. Penarikan barang dari peredaran dilakukan atas perintah Menteri.

3. Menteri memberikan mandar penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang Perlindungan Konsumen.

4. Biaya penarikan barang dari peredaran dibebankan kepada produsen, importir, atau pedagang pengumpul. 


Sumber: diolah sendiri

Pasal 7 huruf a PMP KLDBI secara tegas memiliki konsekuensi tersendiri apabila pasal a quo  dilanggar oleh pelaku usaha. Konsekuensi yang diterima oleh pelaku usaha apabila melanggar pasal a quo sudah dijelaskan dalam tabel 2.7. Berbicara mengenai sanksi administratif yang diberlakukan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 7 huruf a PMP KLDBI, menurut pandangan penulis terdapat ketimpangan mengenai penerapan sanksi administratif apabila melanggar kewajiban pencantuman label berbahasa pada barang. Ketimpangan tersebut jelas terlihat terhadap sanksi administratif yang diberikan pelaku usaha apabila melanggar ketentuan Pasal 7 PMP KLDBI. untuk menguraikannya digunakan interpretasi sistematis dengan menghubungkan pasal 10 ayat (1) PMP KLDBI dengan pasal 25 ayat (2) PP PBP. Berdasarkan hasil interpretasi sistematis terhadap pasal a quo, frasa tidak memenuhi diartikan juga melanggar.

 Adanya PP PBP (vide Pasal 25 PP a quo) terdapat paradigma baru yakni apabila pelaku usaha melanggar ketentuan larangan pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang secara tidak lengkap dan/atau tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen dikenai sanksi administratif yang mana secara tegas ditemui dalam Pasal 25 ayat (2) PP a quo. Hal tersebut tidak ditemui dalam PMP KLDBI, apabila pelaku usaha melanggar ketentuan pasal 7 huruf a PMP KLDBI. Sanksi administratif dalam PMP KLDBI justru baru ditemukan pada pasal 13 PMP KLDBI. Dengan demikian, jika pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 25 PP PBP jo Pasal 7 PMP KLDBI dikenakan sanksi administratif, sanksi administratif tersebut paska diberlakukannya PP PBP dapat diterapkan dengan 2 (dua) jenis sanksi admnistratif yaitu penarikan barang dan pencabutan izin. 
PENUTUP

Simpulan


Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah dilakukan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Frasa secara tidak lengkap pada Lampiran V PMP KLDBI pada barang berupa alas kaki dikatakan secara kumulatif dikarenakan terdapat frasa “jika” pada huruf e dan f. Pada huruf e terdapat frasa “jika terbuat dari kulit lebih dari 70%” pada kenyataannya yang beredar di masyarakat alas kaki tidak hanya berbahan dari kulit saja, maupun banyak bahan dasar yang lainnya antara lain : berbahan dasar kain kanvas, dan berbahan dasar kulit. Hal ini dikaitkan dengan hak konsumen pada UUPK Pasal 4 huruf c yang berbunyi “ hak konsumen adalah : c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. PMP KLDBI juga telah konsisten yaitu bahwa kewajiban pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan label berbahasa Indonesia secara tidak lengkap.

2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal ini, tidak optimal. Dikarenakan sanksi yang dibebankan kepada pelaku usaha hanya berupa penarikan barang dan larangan edar terhadap barang yang tidak memenuhi kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang secara lengkap dan biaya penarikan tersebut dibebankan kepada pelaku usaha tanpa disertai besaran denda.
Saran


Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagi Kementrian Perdagangan Republik Indonesia diharapkan melakukan perubahan, revisi, maupun amandemen pada PMP KLDBI yang berlaku saat ini karena menimbulkan ketidakjelasan kepada pembaca hususnya pada Lampiran V pada barang berupa alas kaki.

2. Bagi Kementrian Perdagangan Republik Indonesia melakukan sosialisasi atas diterbitkanya PMP KLDBI yang baru kepada konsumen, sehingga konsumen mendapatkan haknya yang telah di atur di dalam UUPK.
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